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Abstrak
 

Dalam kondisi keuangan yang berdampak pada ketidakmampuan seseorang atau suatu badan hukum dalam

memenuhi kewajiban berupa pembayaran utang, maka Debitor dapat mengajukan suatu upaya berupa

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara sukarela (voluntary petition). Pengajuan permohonan

PKPU secara sukarela ini merupakan suatu bentuk itikad baik Debitor dalam melunasi utang-utangnya

kepada Para Kreditor. Terlebih apabila dalam permohonan PKPU tersebut juga dilampirkan suatu rencana

perdamaian berupa penawaran jadwal pembayaran dan nominal utang yang akan dibayarkan, maka sudah

seharusnya dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lain halnya dengan pengajuan

permohonan PKPU yang diajukan secara sukarela oleh PT Duta Adhikarya Negeri, putusan ini ditolak

karena pembuktian yang tidak sederhana. Hal ini disebabkan oleh bukti surat yang memperlihatkan

keberadaan utangnya berupa copy dari fotocopy. Namun pada faktanya, bukti-bukti tersebut telah diakui dan

tidak dibantah oleh pihak Kreditor. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yaitu

yuridis normatif yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Penulis akan meneliti

pertimbangan Majelis Hakim yang kurang cermat dalam memperhatikan substansi dari permohonan PKPU.

Dalam UUK-PKPU tidak secara rinci diatur mengenai pembuktian sederhana dalam perkara PKPU,

melainkan diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mengingat bahwa dikabulkannya suatu PKPU dapat memberikan

kepastian hukum berupa kesempatan pada Debitor untuk melaksanakan kewajibannya dalam PKPU serta

rencana perdamaian, maka sudah seharusnya pengadilan berfokus pada keberadaan utang yang ada pada

bukti-bukti yang telah diakui oleh Para Kreditornya sehingga tidak terbantahkan dan menjadi sah di

persidangan serta dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) UUK-PKPU.

......In a financial condition that affects the inability of a person or a legal entity to fulfill obligations in the

form of debt payments, the Debtor may submit a legal remedy in the form of a voluntary petition.

Submitting a PKPU application voluntarily is a form of the Debtor's good faith in paying off his debts to

Creditors. Especially if the PKPU request is also attached with a reconciliation plan in the form of offering a

payment schedule and the amount of the debt to be calculated, then it should have been granted as stipulated

in Article 225 paragraph (2) Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt

Payment obligations. Unlike the case with PT Duta Adhikarya Negeri submitting a PKPU application

voluntarily, this decision was rejected because the evidence was not simple. This is caused by documentary
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evidence that reveals the existence of the debt in the form of a copy of the photocopy. However, in fact, this

evidence has been acknowledged and not disputed by the creditors. In this study, the author uses research

methods which is normative juridical which produces descriptive analytical data. The author will analyze the

considerations of the Panel of Judges which are incomprehensive in paying attention to the substance of the

PKPU petition. The UUK-PKPU does not stipulate in detail regarding simple proof in PKPU cases, instead

it is regulated in the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number

109/KMA/SK/IV/2020 concerning Enforcement of the Handbook for Settlement of Bankruptcy Cases and

Suspension of Obligations for Payment of Debt. Given that the granting of a PKPU can provide legal

certainty in the form of an opportunity for the Debtor to carry out debt payment obligations in the PKPU as

well as a composition plan, then it should be more focusing on the existence of the debts on evidence that

has been acknowledged by the Creditors so that they cannot be disputed and become valid in court and

granted as regulated in Article 225 paragraph (2) UUK-PKPU.


